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PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia 
memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dari laut 
yang luas hingga daratan yang subur, potensi alam ini menjadi 
modal utama dalam menunjang kehidupan dan kesejahteraan 
masyarakat. Keanekaragaman hayati, hasil tambang, serta 
potensi energi terbarukan menjadikan Indonesia sebagai salah 
satu negara dengan prospek pembangunan berkelanjutan yang 
besar di dunia. Laut bagi Indonesia merupakan pemersatu 
bangsa, laut bukanlah penghalang, melainkan pengikat dan 
pemersatu kedaulatan wilayah nasional. Selaras dengan 
perjuangan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, tokoh terkemuka 
Hukum Internasional sekaligus mantan Menteri Luar Negeri 
Indonesia. Konseptor utama dalam merumuskan  Archipelagic 
State atau negara kepulauan, yang menegaskan bahwa  pulau 
pulau di wilayah Indonesia dihubungkan oleh perairan, bukan 
dipisahkan olehnya. Konsep ini tidak hanya memperkuat 
posisi Indonesia dalam hukum laut internasional, tetapi juga 
membentuk landasan filosofis dan strategis bagi pembangunan 
maritim nasional, di mana laut dipandang sebagai ruang hidup, 
jalur konektivitas, dan perekat integrasi antarwilayah

Dalam upaya mewujudkan cita cita Indonesia sebagai 
poros maritim dunia, harus dipastikan  bahwa pembangunan 
tidak hanya terpusat di wilayah daratan. Kawasan laut, yang 
merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia, harus turut 
diberdayakan melalui penguatan peran masyarakat pesisir 
sebagai aktor utama dalam industri perikanan. Pembangunan 
kelautan yang berkelanjutan membutuhkan  infrastruktur 
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maritim yang memadai, guna menjaga efisiensi rantai nilai 
perdagangan dan distribusi hasil laut maupun hasil pertanian 
dari wilayah terpencil. Dalam konteks ini, konsep tol laut 
menjadi salah satu modal utama pembangunan, karena 
mampu menghubungkan daerah-daerah terpencil dan 
mendukung integrasi ekonomi nasional secara merata dan 
berkesinambungan.

Tol laut bukan sekadar jargon politik, melainkan sebuah 
solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
wilayah terluar dan terdepan. Dengan memperlancar distribusi 
komoditas perikanan, tol laut berkontribusi langsung pada 
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Lebih 
dari itu, akses logistik yang lebih merata juga membuka peluang 
bagi hasil pertanian dari wilayah-wilayah terpencil untuk 
menjangkau pasar yang lebih luas. Dampaknya, kesenjangan 
harga antarwilayah dapat ditekan, sehingga tercipta keadilan 
ekonomi dan integrasi nasional yang lebih kuat.

Penguatan konektivitas ini mencakup optimalisasi koridor 
pelayaran domestik dan internasional melalui pemanfaatan 
pelabuhan berkapasitas tinggi, modernisasi sistem logistik 
berbasis digital, serta peningkatan fasilitas navigasi laut. Seluruh 
upaya tersebut harus didorong oleh kolaborasi lintas sektor yang 
solid, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan komunitas 
maritim. Dengan membangun jaringan maritim yang kohesif 
dan berkelanjutan, Indonesia tidak hanya memperkuat integrasi 
ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan daya saingnya 
dalam konstelasi geostrategis dan geoekonomi global.

Komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia 
sebagai poros maritim dunia tercermin melalui kerangka Lima 
Pilar Poros Maritim Dunia. Kerangka ini dirancang sebagai 
upaya memperkuat kemandirian pembangunan nasional, 
dengan menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam 
oleh putra-putri bangsa, bukan melalui ketergantungan pada 
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bantuan asing. Lima pilar poros maritim dunia ini sekaligus 
respon pemerintah atas pergeseran pusat ekonomi dan politik 
dunia dari Barat ke Timur, yang menghadirkan peluang 
sekaligus tantangan yang menuntut respons proaktif dan 
strategis dari Indonesia. Oleh karena itu, integrasi kebijakan 
maritim nasional, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur 
perairan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di 
sektor kelautan merupakan fondasi ilmiah dan rasional dalam 
mewujudkan visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia. 
Dengan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi jangka 
panjang, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengambil 
peran sentral dalam percaturan ekonomi maritim global. 



4

BAB 1

INDONESIA DAN IMPIAN POROS 
MARITIM DUNIA

A.	 Pengantar

Berkat perjuangan diplomasi yang gigih dan terarah, yang 
dikawal oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Indonesia berhasil 
memperjuangkan dan mendapatkan pengakuan internasional 
atas konsep Archipelagic State atau negara kepulauan melalui 
Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa  atau United 
Nations Convention on the Law of the Sea  (UNCLOS) 1982. 
Konsep ini tidak hanya penting dari segi kedaulatan, tetapi 
juga dari segi geopolitik dan ekonomi. Hasil dari pengakuan 
ini, Indonesia kini secara sah memiliki sekitar 17.380 pulau dari 
Sabang sampai Merauke, dengan garis pantai sepanjang 99.083 
kilometer, serta yurisdiksi maritim seluas 3,5 juta kilometer 
persegi yang mencakup laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif 
(ZEE), dan landas kontinen.

B.	 Perjalanan Memperjuangkan Kedaulatan Perairan

Diplomasi dalam memperjuangkan pengakuan dunia 
terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan atau Archipelagic 
State merupakan langkah strategis yang fundamental 
dalam proses dekolonisasi hukum laut internasional yang 
sebelumnya banyak didasarkan pada kepentingan kolonial. 
Sebelum kemerdekaan, wilayah laut Indonesia ditentukan oleh 
hukum laut kolonial yang bersifat sempit dan fragmentatif, 
sehingga tidak mencerminkan realitas geografis dan kultural 
bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Oleh karena itu, 
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perjuangan untuk mendefinisikan ulang batas-batas wilayah 
laut Indonesia melalui jalur diplomasi internasional menjadi 
kebutuhan yang mendesak pascakemerdekaan.

Konsep diplomasi yang diusung Indonesia bersifat kritis 
dan transformatif, karena menantang paradigma lama hukum 
laut yang berorientasi kontinental dan mendefinisikan ulang 
prinsip-prinsip kedaulatan maritim berdasarkan realitas 
geografis dan kebutuhan nasional. Sebelum pengakuan 
ini diberikan, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas 
ribuan pulau dan perairan luas dianggap sebagai wilayah laut 
internasional. Konsekuensinya, perairan di antara pulau-pulau 
Indonesia, meskipun secara geografis berada dalam wilayah 
nasional dianggap sebagai laut bebas, yang dapat dilalui 
atau dieksplorasi secara bebas oleh kapal-kapal asing tanpa 
memerlukan izin dari pemerintah Indonesia.

Situasi tersebut tidak hanya melemahkan kedaulatan 
Indonesia, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap 
integrasi teritorial dan keamanan nasional, karena secara de 
facto, laut yang menghubungkan antarpulau di Indonesia tidak 
diakui sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negara. Dalam 
kerangka inilah Prof. Mochtar Kusumaatmadja memandang 
bahwa penerapan prinsip laut bebas di negara kepulauan seperti 
Indonesia merupakan ketidakadilan dalam sistem hukum laut 
internasional. Prof. Mochtar Kusumaatmadja berargumen 
perlu ada pembedaan antara negara kepulauan dan negara 
kontinental dalam hal penetapan batas lautnya. Ia menekankan 
bahwa negara kepulauan harus memiliki hak untuk menetapkan 
perairan yang berada di antara pulau-pulau sebagai bagian 
dari wilayah kedaulatannya. Pandangan ini kemudian menjadi 
dasar utama dalam penyusunan konsep negara kepulauan atau 
Archipelagic State.(Cribb & Ford, 2009)

Adapun kritikan yang disampaikan oleh diplomat 
Indonesia yang dikawal oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja 



Jalan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia6

dalam konferensi mengenai batas laut internasional dalam 
menegakkan Archipelagic State yakni: 

“Bangsa Indonesia dibangun atas konsep persatuan antar pulau 
dan perairan yang saling terhubung satu sama lain. Laut antar 
pulau di Indonesia merupakan pemersatu bukan pemisah”.

Sehingga pada 1982 muncul pengakuan terhadap  
Archipelagic State di United Nations Convention On The Law of 
The Sea (UNCLOS) 1982 dalam pasal 46 (b) berbunyi Archipelago 
berarti kelompok pulau, termasuk bagian dari pulau, antar 
perairan saling terhubung dan juga ciri ciri alam yang saling 
berkaitan satu sama lain memperkuat keterkaitan antar pulau 
sehingga membentuk pola geografis, ekonomi dan politik yang 
sama. 

Perjalanan negosiasi meratifikasi hukum laut yang 
ditawarkan oleh Prof. Mochtar Kusumatmadja, diplomasi 
Indonesia tidak berhasil dalam waktu yang sangat lama 
karena muncul berbagai pertentangan terutama dari Eropa, 
negara kolonial yang masih ingin ikut campur dalam urusan 
negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Konsep 
Archipelagic State tentang perairan antar pulau yang saling 
terhubung menjadi perdebatan di level internasional. Negara-
negara Eropa menganggap bahwa batas laut adalah sama 
bagi semua negara dan perdebatan tentang hal ini sudah 
selesai seiring dengan debat Hugo Grotius dan  John Selden 
tentang hukum laut terbuka dan tertutup. Atas hal ini Eropa 
mengganggap bahwa batas batas laut adalah norma kepatuhan 
yang ditegakkan berdasarkan kekuatan angkatan laut atas izin 
penguasa atau raja.

Gagasan yang disampaikan dalam konsep Archipelagic 
State di Konferensi Den Haag mencoba memutuskan jarak 
maksimum dari setiap pulau. Namun, dalam konferensi ini 
tidak ada kesepakatan yang dicapai tentang jarak maksimum 
perairan negara kepulauan. Dalam penolakannya terhadap 
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konsep Archipelagic State pertama muncul pada tahun 1930 
di Konferensi Den Haag  yang memunculkan berbagai reaksi 
penolakan dari negara-negara barat. Batas perairan negara 
kepulauan berdasarkan penolakan tersebut tidak jauh berbeda 
dengan negara yang didominasi daratan yang juga memiliki 
batas perairan. Negara-negara Eropa menolak pernyataan 
membatasi wilayah laut negara kepulauan secara maksimum, 
penolakan terhadap konsep bahwa negara kepulauan yang 
merupakan suatu unit yang tidak terpisahkan dan masing-
masing pulau memiliki batas perairannya sendiri serta tidak 
ada kesepakatan tentang jarak maksimal garis batas perairan. 
(Butcher & Elson, 2017)

Atas dasar tersebut sejak kemerdekaan, Indonesia 
mulai memperjuangkan diplomasi Indonesia atas pengakuan 
internasional terhadap konsep Archipelagic State dimulai 
pada tahun 1958 bersamaan dengan dikeluarkannya deklarasi 
Djuanda. Deklarasi Djuanda memuat tentang hak hak yang 
seharusnya dimiliki oleh negara kepualan seperti Indonesia.  
Dalam penuntutan haknya, Indonesia meminta penetapan 
batas garis lurus perairan Indonesia dengan pulau terluar. 
Dalam tuntutannya Indonesia juga menyatakan terlepas dari 
lebar dan luas suatu pulau, wilayah tersebut tetap bagian 
dari integrasi Indonesia baik itu terkatergorikan sebagai 
perairan bebas ataupun perairan nasional. Maka perundingan 
multilateral ditempuh Indonesia dengan membawa tema 
konsep Archipelagic State di sidang Perserikatan Bangsa Bangsa 
(PBB) tentang UNCLOS I. (Trihartono, 2019)

Setelah penuntutan hak tersebut, muncul protes di level 
internasional yang mengkrirtik Indonesia pertama, deklarasi 
tersebut tidak memiliki ketetapan hukum bahkan di dalam 
negeri sendiri. Kedua, penolakan penawaran dari negara-
negara adidaya seperti Perancis, Amerika Serikat (AS), Inggris 
Raya, Australia, Belanda, Selandia Baru dan Jepang. Ketiga, 
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deklarasi ini mendapat dukungan dari Uni Soviet dan China, 
namun dukungan dari kedua negara tersebut lebih bersifat 
isyarat persahabatan dengan Indonesia dan juga keterbatasan 
ketertarikan kepentingan maritim yang dimiliki oleh Uni Soviet 
dan China saat itu. (Weryenti & Tarigan, 2018)

Dalam melanjutkan perjuangannya dalam meratifikasi 
batas laut Indonesia, maka langkah selanjutnya yang diusulkan 
oleh Prof. Mochtar Kusumatmadja adalah: Pertama, menetapkan  
peraturan pemerintah untuk mendapat dukungan dalam 
negeri tentang penarikan batas garis lurus perairan dengan 
pulau terluar untuk melanjutkan kembali diplomasi di level 
internasional. Namun pada tahun 1960 perundingan tentang 
Archipelagic State kembali ditolak dalam konferensi UNCLOS 
ke II. Alasan ditolaknya pengajuan konsep Archipelagic State 
yang ditawarkan adalah Indonesia tidak mampu menunjukkan 
wilayah laut yang akan diratifikasi berdasarkan luas dan lebar 
suatu pulau, sama seperti alasan penolakan di tahun 1930 yang 
diusulkan oleh negara kepulauan.

Selanjutnya Indonesia mengelaurkan respon, tidak 
setuju dengan pernyataan yang dikeluarkan dalam konferensi 
UNCLOS ke II, maka langkah selanjutnya yang dilakukan 
oleh diplomat Indonesia pada masa itu adalah melakukan 
perundingan bilateral di level Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) untuk membangkitkan semangat negara-
negara ASEAN yang juga merupakan negara kepulauan seperti 
Filipina untuk memperoleh dan memperjuangkan kedaulatan 
lautnya masing masing di level internasional. Tujuan negosiasi 
bilateral yang dijalankan oleh Indonesia adalah untuk mencari 
dukungan secara  historis dalam rangka memperoleh dukungan 
atas kedaulatan perairan. Mengutip pernyataan Barston 
yang menyatakan bahwa negosiasi bilateral dijalankan untuk 
memperoleh dukungan organisasi regional, kepentingan 
aliansi, klaim sumber daya alam dan batas wilayah yang 
mempengaruh wilayah organisasi regional. (Tempo, 2020)
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Perjuangan diplomasi Indonesia lantas tidak berhenti 
pada penolakan kedaulatan di konferensi UNCLOS ke II. 
Kementrian luar negeri justru semakin gencar melakukan 
diplomasi terkait kedaulatan perairan Indonesia. Prof. Mochtar 
Kusumatmadja yang menduduki jabatan menteri luar negeri 
dalam kurun waktu 1978 – 1988 di era Presiden Soeharto semakin 
berinisiasi memperjuangkan kedaulatan perairan Indonesia 
sesuai keahliannya di bidang hukum laut internasional. Prof. 
Mochtar Kusumatmadja menekankan perlunya pengakuan 
internasional terhadap kedaulatan laut Indonesia disaat 
Belanda secara bebas melintasi perairan Indonesia dalam kasus 
perebutan Irian Barat. 

Pada konferensi UNCLOS ke III, Prof. Mochtar 
Kusumatmadja maju sebagai ketua delegasi Indonesia tentang 
perundingan hukum laut dan diplomasi Indonesia untuk 
pengakuan kedaulatan laut Indonesia. Dalam perundingan 
UNCLOS ke III di Caracas dan Jenewa, Indonesia menunjukkan 
posisi diplomasi  yang sangat baik. Indonesia mampu 
menunjukkan posisinya sebagai negara kepulauan yang 
membutuhkan pengamanan wilayah laut yang berbeda 
dengan negara lain pada umumnya. Dalam memperoleh 
haknya Indonesia menekankan perlunya klaim negara atas 
wilayah perairan antar pulau dan penguasaan serta eksploitasi 
sumber daya alam disekitarnya hanya oleh negara. Pernyataan 
ini mengeluarkan doktrin bahwa Indonesia disatukan oleh 
perairan antar pulau, dan juga perairan diantara pulau-pulau 
tersebut bukan merupakan laut bebas seolah memisahkan 
Indonesia dari satu pulau ke pulau lainnya, untuk memperoleh 
kedaulatan dan keamanan Indonesia atas wilayahnya sendiri.
(Draper, 1977)

Dalam hal ini berdasarkan negosiasi di PBB pada UNCLOS, 
Indonesia menjalankan diplomasi multilateral. Negosiasi 
multilateral menurut Barston adalah pertukaran proposal 
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sebagai bagian dari pertukaran informasi, pengembangan 
konsep dan penetapan prinsip untuk membentuk suatu 
perjanjian. Dalam negosiasi multilateral negara harus 
menggunakan kemampuan dan pengaruh yang lebih kuat 
untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Delegasi perwakilan 
negara harus memiliki keahlian individu yang mumpuni sesuai 
dengan yang dinegosisasikan untuk memainkan peran secara 
aktif. Negosiasi multilateral dijalankan Indonesia melalui 
insitusi global yaitu PBB dalam UNCLOS, konferensi permanen 
dan institusi regional seperti ASEAN. Hal ini ditempuh agar 
negara mampu memproyeksikan pandangan dan pengakuan 
diplomatik atas identitas yang dibentuk. Partisipasi diplomat 
dalam menunjukkan kesetaraan dan kedaulatan negara akan 
sangat berpengaruh dalam negosisasi multilateral. (Stoop, 2019)

Maka dengan keberhasilan diplomasi yang dijalankan 
tersebut terciptalah konsep baru dalam hukum laut internasional 
yang diakui sebagai landasan hukum atas perairan Indonesia, 
namun memunculkan reaksi beragam di level internasional. 
Seperti, AS dalam menanggapi UNCLOS ke III dalam sidang ke 
10 terhadap rancangan  Draft Convention the Law Of The Sea  
(DCLOS) secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuannya. 
Dalam ketidaksetujuaanya AS menggambarkan dukungan 
terhadap DCLOS sebagai rancangan hukum laut internansional 
merupakan bagian dukungan dari eksistensi tuntutan dari 
negara dunia ketiga  dan dukungan tidak langsung terhadap 
Uni Soviet. Sehingga AS tidak bisa menerima rancangan dalam 
konvesi hukum laut tersebut dan menutut untuk peninjauan 
kembali hasil rancangan tersebut, bahkan mengusulkan 
penyelenggaraan sidang ke 11 UNCLOS. (Suhirwan & Prakoso, 
2020)

Indonesia merespon bahwa DCLOS dirancang tidak 
hanya untuk kepentingan negara dunia ketiga dan menjadi 
keuntungan tersendiri di pihak Uni Soviet, karena di dalam 
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